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BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kudus;

b. bahwa guna optimalisasi dan kelancaran penerapan
akuntansi berbasis akrual di -Kabupaten Kudus, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan’ Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia =~ Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5340);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia ~ Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia

Nomor 5340);
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13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas .Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
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Menetapkan

18. Peraturan Bupati Ku

dus Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita

bijakan Akuntansi
e 2015 Nomor 39);

Daerah Kabupaten Kudus Tahun

MEMUTUSKAN :

BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

KUDUS NOMOR 39 TAHUN 2015
PEMERINTAH

PERATURAN

PERATURAN BUPATI
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

. . KABUPATEN KUDUS.

Pasal |

m Peraturan Bupati Kudus Nomor

Kebijakan Akuntansi Pemerintah
ah Kabupaten Kudus Tahun

Beberapa ketentuan dala
39 Tahun 2015 tentang
Kabupaten Kudus (Berita Daer
2015 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. DEFINISI
Piutang dan piutang lainnya adalah jumlah uang yang
wajib dibayar kepada Pemerintahr Daerah dan/atau
hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.
B. KLASIFIKASI
Piutang antara lain terdiri dari:
1. Piutang Pendapatan terdiri dari:
a. Piutang Pajak;
b. Piutang Retribusi;
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan;
d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan,
f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
dan o

h. Piutang Pendapatan Lainnya.
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2. Piutang lainnya terdiri dari:
a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;

b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang kepada Entitas Lainnya,

¢. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,

d. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

dan

e. Uang Muka.
C. PENGAKUAN

Piutang diakui saat:
1. Diterbitkan surat ketetapan;

2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah
dilaksanakan penagihan;

3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode
pelaporan;

4. Diterbitkan Surat Pemberitahuan ~setelah ada
kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban
untuk menyalurkan; atau ~

5. Hak yang belum diterima berdasarkan pernyataan
utang entitas pemberi dalam bentuk Surat
Pemberitahuan, Peraturan Men_teri/ Gubernur atau
laporan keuangan entitas penyalur yang telah
diaudit. ~

D. PENGUKURAN

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

1. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang
ditetapkan;

0. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value) setelah memperhitungkan nilai
penyisihan piutang tak tertagih. Apabila terjadi
kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang
maka masing-masing jenis piutang disajikan
setelah dikurangi piutang yang dihapuskan; atau

3. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan
penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai
piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih
berdasarkan daftar umur piutang.
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4, Besarnya persentase
tertagih ditentukan ber

sebagai berikut:

penyisihan  piutang
dasarkan umur piutang

a. Piutang Pajak dan Retribusi

% Penyisihan Piutang
gir:;;rn g Tak Tertagih )
1 0-1 tahun 15
2 >1-2 tahun 25
3 >2-3 tahun 40
4 >3-4 tahun 60
S >4-5 tahun 80
6 >5 tahun 100 |

b. Piutang terkait layanan RSUD

1). Pasien Non Umum / IKS
Umur % Penyisihan Piutang |
Piutang Tak Tertagih |
1 |0-1tahun 0
2 |>1-2 tahun 25
3 | >2-3 tahun S0
4 | >3-4 tahun 75
5 |>4 tahun 100 e
2). Pasien Umum .
Umur % Penyisihan
Piutang Piutang Tak Tertagih
1 |0-1tahun 10
2 |>1-2 tahun 50
3 | >2-3 tahun 75
4 | >3 tahun 100

c. Piutang Lainnya Selain angka a dan b

Setelah % Penyisihan Piutang
jatuh tempo Tak Tertagih
1 |0-1tahun 0
2 | >1-3 tahun 25
3 |>3-5tahun 50 B
4 | >5tahun 100 |

tak

5. Penghapusan piutang dilakukan berdasarkan sifat
dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian
piutang. Ada dua cara penghapusan piutang yaitu:

a. Penghapustagihan

(write-off),

adalah

penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara
perdata atas suatu piutang. Substansi hukum

penghapustagihan mempunyai konsekwensi
menghapuskan catatan (penghapusbukuan);
atau
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b. Penghapusbukuan  (write  down), adalah
kebijakan intern manajemen yang merupakan
proses dan keputusan akuntansi yang berlaku
agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai
net realizable value nya. Penghapusbukugn
piutang tidak otomatis menghapus hak tagih
secara yuridis-formil.

6. Prosedur penghapusan piutang harus dirancang
sebagai prosedur yang taat hukum, sclaras dengan
semangat pembangunan perbendaharaan yang
sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian,
dengan dokumen penghapusan yang formal,
transparan dan akuntabel, dan harus berdampak
positif bagi Pemerintah Daerah.

7. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah
dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima
pembayaran/pelunasannya maka penerimaan
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada
periode yang bersangkutan dengan lawan
perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP
atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan,

tergantung dari jenis piutang.

PEYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Piutang disajikan dalan neraca dan rincian atas
piutang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. - .

2. penyajian informasi piutang disajikan dalam CALK
secara memadai, berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penyajian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk
mengetahui kolektibilitasnya;

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

3. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan
yang masih dalam proses penyelesaian, baik
melalui cara damai maupun pengadilan juga harus
diungkapkan.

4. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan
secara cukup dalam Catatan atas Laporan
Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang
perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama
debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal
keputusan penghapusan piutang, dasar
pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan
lainnya yang dianggap perlu.
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2. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP
A. DEFINISI

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari. 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
dan

2. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah
untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam
mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke
masyarakat.

B. KLASIFIKASI
Aset Tetap terdiri dari:
1. Tanah

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah- mesin-mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
daerah dan dalam kondisi siap dipakali;

4, Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi,
dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta
dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah
dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini
mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Merupakan bagian dari satu sistem atau
jaringan;

b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain
penggunaannya;

c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
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5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya
termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap
yang sedang dalam proses pembangunan namun
pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya.  Konstruksi ~ Dalam Pengerjaan
mencakup peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset
Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode
waktu tertentu dan belum selesai.

C. PENGAKUAN

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat
ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya
dapat diukur dengan handal.

2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus
dipenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan; dan

f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau
pengeluaran untuk pembelian barang tersebut
memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap yang telah ditetapkan.

3. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap
telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

D. PENGUKURAN
1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

2. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.
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Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu
entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan
adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut
disusun. Untuk periode selanjutnya setelah
tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap
baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan
atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga
belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor
dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan
sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan

—

Tanah harga perolehan atau biaya
pembebasan  tanah, biaya
yang  dikeluarkan  dalam
rangka memperoleh hak, biaya
pematangan, pengukuran,
penimbunan, dll.

Peralatan dan pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi,

Mesin ‘serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut
siap digunakan

Gedung dan harga pembelian atau biaya

B konstruksi, termasuk biaya

angunan

pengurusan IMB, notaris, dan
pajak

Jalan, Jaringan, |biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan biaya-biaya
lain yang dikeluarkan sampai
jalan, jaringan, dan instalasl
tersebut siap pakai

& Instalasi

Aset Tetap seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk
memperoleh  aset tersebut
sampai siap pakai.

Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap
Lainnya yang diperoleh
melalui  kontrak  meliputi
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11.

kontrak,

pengeluaran nilai
biayaperencanaan
pengawasan, pajak, serta
biaya perizinan.

dan

Biaya perolehan Aset Tetap
Lainnya yang diadakan
melalui swakelola, misalnya
untuk Aset Tetap Renovasi,
meliputi biaya langsung dap
tidak langsung, yang terdiri
dari biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasarn,
biaya perizinan, pajak, dan
jasa konsultan

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat
dikapitalisasi ~ sepanjang nilainya memenuhi
batasan capitalization threshold.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya
bukan merupakan suatu komponen biaya aset
tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya
perolehan aset atau membawa aset ke kondisi

kerjanya. . ,
Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan
dari harga pembelian.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi
untuk  diakui sebagai suatu aset dan
dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap
yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa
Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap
bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas
Akuntansi yang melakukan pengelolaan
(perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap
tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan
penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan
(perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh satu
Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset tetap akibat dari perjanjian Kkerja sama
dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan
fasilitas umum (fasos/fasum), diakui setelah
adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau
diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos
fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang
tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST).
Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam
BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai
wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui
pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap
yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari
pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar
aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai
tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang
ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui
pertukaran atas suatu aset yang serupa yang
memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat
dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset
yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh
dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas
aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat
memberikan bukti adanya suatu pengurangan
(impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam
kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus
diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai
setelah diturun-nilai-bukukan (written down)
tersebut merupakan nilai aset yang diterima.
Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa
termasuk pertukaran bangunan dan mesin.
Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran,
misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan
bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)
harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan.

¢ Yo
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Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai
transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke
suatu entitas, misalnya perusahaan
nonpemerintah memberikan ~bangunan yang
dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit
pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun.
Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal
bila didukung dengan bukti perpindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya
akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan
aset tetap tersebut dihubungkan dengan
kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.
Sebagai contoh, satu perusahaan swasta
membangun aset tetap untuk pemerintah daerah
dengan  persyaratan  kewajibannya  kepada
pemerintah daerah telah dianggap selesai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan
seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut
diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset
tetap (subsequent expenditures) adalah
pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal
suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang
dapat berakibat memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi)
pada aset yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau
pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika
memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang
dipelihara:

1) bertambah ekonomis/efisien;
2) bertambah umur ekonomis;

3) bertambah volume; dan /atau
4) bertambah kapasitas produksi.

b.Nilai rupiah pengeluaran belanja atas
pemeliharaan aset tetap tersebut
material/melebihi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang ditetapkan (capitalization
thresholds).

%‘ A«m
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c. Tidak termasuk dalam pengertian
memperpanjang masa manfaat atau memberi
manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas/volume, peningkatan
efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja adalah
pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang
merupakan _ pemeliharaan
rutin/berkala/terjadwal atau yang

dimaksudkan hanya untuk mempertahankan
aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal,
atau hanya untuk sekedar memperindah atau
mempercantik suatu aset tetap.

Batasan  minimal kapitalisasi aset tetap
(capitalization  thresholds) ditetapkan sebagai
berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan
mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan
catatan belanja modal yang jumlahnya dibawah
'Rp.500.000,00 tetap dicatat dalam daftar/buku
inventaris secara terpisah,;

b. Pengukuran nilai satuan minimum Pengeluaran
perolehan yang dapat dikapitalisasi untuk
gedung dan bangunan, adalah yang sama
dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah); dan ~

c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap
dikecualikan terhadap pengeluaran untuk
tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa buku dan perpustakaan; barang
bercorak kesenian/kebudayaan,; dan
hewan/ternak dan tanaman.

Sesuai dengan ketentuan, pembayaran termin
terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah
jadi dari pihak ketiga, dapat dilakukan melalui dua
(2) cara yaitu:

a. Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan
puluh lima persen) dari nilai kontrak,
sedangkan yang 5 % (lima persen) merupakan
retensi selama masa pemeliharaan; dan

b. Pembayaran dilakukan sebesar 100 % (seratus
persen) dari nilai kontrak dan penyedia
barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank
sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak yang
diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan
asuransi yang mempunyai program asuransi
kerugian (surety bond) dan direasuransikan
sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

b (v
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Penahanan pembayaran senilai 5 % (lima
persen) dari nilai kontrak harus diakui sebagai
utang retensi, sedangkan jaminan bank untuk
pemeliharaan  harus  diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. A_spt Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

2. Lapqran keuangan harus mengungkapkan untuk
masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk
menentukan nilai tercatat (carrying amount),

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir
periode yang menunjukkan :

1) penambahan,;
2) pelepasan;
3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai,
jika ada; dan
4) mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
a. Nilai penyusutan,
b. Metode penyusutan ,yang;digljnakan;

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang
digunakan; dan

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
pada awal dan akhir periode.

4. Hal-hal yang  perlu  diperhatikan dalam
pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk
keperluan operasional pemerintah daerah tidak
memenubhi definisi aset tetap dan harus disajikan
di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya;

b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap
melebihi dan atau melewati satu periode tahun
anggaran, maka aset tetap yang belum selesai
tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai
konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan
aset tersebut selesai dan siap dipakai;

%/ f(o//o
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c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset
tetap yang memperpanjang masa manfaat atau
yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, dan memenuhi
nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan
pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset
bersejarah (heritage assets) di neraca namun
aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan;

e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan
potensi manfaat lainnya kepada pemerintah
daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh
bangunan bersejarah digunakan untuk ruang
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini
akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama
seperti aset tetap lainnya;

f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan
atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan;

g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika
dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomik masa yang akan datang.
Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada
tanggal transaksi yang tertera pada dokumen
bukti pendukung;

h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying
amount);

i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan
aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset
tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada
masing-masing akun aset tetap dan akun
ekuitas.

F. PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

 {va



Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya
perolehan aset tetap yang dialokasikan ke
penyusutan sejak aset tetap tersebut diperoleh.
Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun
kontra aset tetap terkait.

Aset yang dilakukan penyusutan meliputi :
a. Gedung dan Bangunan;

b. Peralatan dan Mesin; dan

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

a. Tanah;

o

Aset Tetap Lainnya;

Konstruksi Dalam Pengerjaan;

o o

Aset tetap dalam renovasi;
Aset tetap dalam kondisi rusak berat/using; dan

™0

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber yang sah.

Aset tetap yang kondisinya rusak berat/usang
direklasifikasi ke dalam sub rincian obyek aset
rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
sumber yang sah direklasifikasi ke dalam rincian
Obyek Aset Lain-Lain Lainnya pada kelompok Aset
Lainnya

Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan
rumus sebagai berikut :

Penyusutan per - Nilai yang dapat disusutkan

periode Masa Manfaat

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan per periode merupakan nilai
penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang
dihitung pada akhir tahun;

b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai
buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap
yang diperoleh sampai dengan 31 Desember
2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah
31 Desember 2014 menggunakan nilai
perolehan; dan
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c. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap
yang diharapkan digunakan untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau
jumlah produksi atau unit serupa yang
diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

8. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana

terlihat pada tabel di bawah ini:

Masa |
Kodifikasi Uraian Manfaat |
(Tahun) J
1]3 ASET TETAP j |
1{3(2 Peralatan dan Mesin ‘ B
113|201 |Alat-Alat Besar Darat 10 J]
1]3(2]|02]Alat-Alat Besar Apung 8
1[3|2]|03]Alat-alat Bantu 7
1]3|2]|04|Alat Angkutan Darat Bermotor 7 !
1|3|2]05 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 2 |
1|32 |06 | Alat Angkut Apung Bermotor 10 |
1[3|2]07|Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 |
1|3 |2|08 | Alat Angkut Bermotor Udara L 20 ]
1|3 (209 Alat Bengkel Bermesin 10 |
13 |2] 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin 5 [
1/3|2|11]Alat Ukur 5 |
1|3 |2 12 | Alat Pengolahan Pertanian ' 4 r‘
1|3 |2| 13| Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat 4 !
Penyimpan Pertanian Jl
1/3[2]14 | Alat Kantor 5 ]
' 1|32/ 15/ Alat Rumah Tangga 5 |
1|3|2]16 | Peralatan Komputer 4 |
1|3 [2] 17| Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 5 |
Pejabat :
13 2] 18] Alat Studio 5 z’
1]/ 3]2]19]Alat Komunikasi 5 i
1 3]2|20 | Peralatan Pemancar 10 |
' 1]3[2]21]Alat Kedokteran 5 }
;1 32|22 Alat Kesehatan | S '
[ 1|3 | 2|23 | Unit-Unit Laboratorium 8 W}
1|3|2|24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 5 7}
1|3|2 25| Unit Alat Laboratorium Kimia 15 ‘
Nuklir |
1|32 |26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / | 15 ]
Elektronika J
| 1]3]2]27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 10 |

=
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Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
Lingkungan
1|3 |2 |28 | Radiation Aplication and Non 10
Destructive Testing Laboratory
(BATAM)
13|22 |29 |Alat Laboratorium Lingkungan 7
Hidup
13230 | Peralatan Laboratorium S
Hidrodinamika
113|231 | Senjata Api 10
1|3 |2| 32| Persenjataan Non Senjata Api 3 )
1]3]|2]|33]|Alat Keamanan dan Perlindungan 5
1133 Gedung dan Bangunan
1|3 3|01 |Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
1|3 |3 |02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50
1|3 |3 |03 |Bangunan Menara 40
13| 3|04 | Bangunan Bersejarah 50
1|3 3|05 | Tugu Peringatan 50 ;
1]/3|3|06 | Candi 50
13| 3|07 | Monumen/Bangunan Bersejarah 50 1
1|3|3|08 | Tugu Peringatan Lain 50
1|3(3]|09 | Tugu Titik Kontrol/ Pasti- 50
1|3|3]| 10| Rambu-Rambu 50
1]3|3|11|Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50
1134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1/3|4/|01|Jalan 10
13[4 |02 |Jembatan 50
1|3 |4 |03 | Bangunan Air Irigasi S0
1|3 |4 |04 | Bangunan Air Pasang Surut S0
1|3 |4 |05 |Bangunan Air Rawa 25
1|3 |4 |06 |Bangunan Pengaman Sungai dan 10
Penanggulangan Bencana Alam
1| 3|4 |07 | Bangunan Pengembangan Sumber | 30
Air dan Air Tanah
1|3 |4 |08 | Bangunan Air Bersih/Baku 40
1|3|4 |09 | Bangunan Air Kotor 40
1|34 |10 |Bangunan Air 40
1|34 |11 |Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1|3|4 |12 |Instalasi Air Kotor 30
1|3 |4 |13 |Instalasi Pengolahan Sampah 10
1|3 |4 |14 | Instalasi Pengolahan Bahan 10
Bangunan

€ (s
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Masa |
Kodifikasi Uraian Manfaat !
(Tahun)
1134 15| Instalasi Pembangkit Listrik 40
1|34/ 16]Instalasi Gardu Listrik 40
13[4/ 17|Instalasi Pertahanan 30
1|34 18|Instalasi Gas _ ’ 30
13419 Instalasi Pengaman 20
1|3 4|20 | Jaringan Air Minum 30
1 /3|4 |21 |Jaringan Listrik 40
1| 3|4 |22 | Jaringan Telepon 20
13| 4|23 Jaringan Gas 30

9. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset
Lainnya dalam neraca berupa Aset Idle disusutkan
sebagaimana layaknya Aset Tetap.

10. Penambahan masa manfaat aset tetap karena
adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa
overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Persentase }
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
R Perolehan | Manfaat
(Diluar ' (Tahun)
Penyusutan)
Alat Besar

Alat Besar Darat Overhaul | >0% s.d. 30%

—

>75% s.d.100% 4

>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% S 1
Alat Besar Apung | Overhaul | >0% s.d. 30% 1 4‘
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% | 4 ‘
! i
Alat Bantu Overhaul | >0% s.d. 30% | 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 63% 4
Alat Angkutan ﬂ
Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Darat Bermotor ‘
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
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Persentase
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai | Masa
Perolehan | Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25% 0
Darat Tak
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1
Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Apung Bermotor
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 6
Alat Angkutan Renovasi | >0% s.d. 25% 1
Apung Tak
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Alat Angkutan Overhaull | 50%'s.d. 25% 3
Bermotor Udara
>25% s.d 50% 6
>50% s.d 75% 9
>75% s.d.100% 12
Alat Bengkel dan
Alat Ukur
Alat Bengkel Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Bermesin
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat Bengkel Tak | Renovasi | >0% s.d. 25% 0
ber Mesin
>25% s.d 50% 0
B >50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1
Alat Ukur Overhaul | >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
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| Persentase
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Alat Pertanian
Alat Pengolahan Overhaul | >0% s.d. 20% 1
>21% s.d 40% 2
>51% s.d 75% 5
Alat Kantor dan >0% s.d. 25% 0
Rumah Tangga
Alat Kantor Overhaul | >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Rumah Overhaul | >0% s.d. 25% 0
Tangga
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Studio, Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Komunikasi dan ~
Pemancar i
Alat Studio >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Komunikasi Overhaul | >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Pemancar
>25% s.d S0% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% S
Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Komunikasi
Navigasi
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7
>75% 5.d.100% 9 J
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Persentase

Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Alat Kedokteran
dan Kesehatan .
Alat Kedokteran Overhaul | >0% s.d. 25% 0
>25% s.d S50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Kesehatan Overhaul | >0% s.d. 25% 0
Umum
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat laboratorium
Unit Alat Overhaul | >0% s.d. 25% 2
laboratorium
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
575%'s.d.100% 4
Unit Alat Overhaul | >0% s.d. 25% 3
laboratorium
Kimia Nuklir
>25% s.d S0% S
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8
Alat Laboratorium | Overhaul | >0% s.d. 25% 3
Fisika
>25% s.d 50% S
>50% s.d 75% 7
>75% s.d.100% 8
Alat Proteksi Overhaul | >0% s.d. 25% 2
radiasi / Proteksi
Lingkungan
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% S
>75% s.d.100% S
]

%’1\0/,0



(e

-2 -

[ Persentase

Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan

URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat |
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Radiation Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Application &Non ‘
Destructive
Testing laboratory
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5 }
>75% s.d.100% 5
Alat laboratorium | Overhaul | >0% s.d. 25% 1]
Lingkungan Hidup |
>25% s.d 50% | 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
|
Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25% 3 3
Laboratorium
Hidrodinamica
>25% s.d 50% &
>50% s.d 75% 7 ]
>75% s.d.100% 8 |
Alat laboratorium | Overhaul | >0%-s.d. 25% 2 j
Standarisasi i I |
Kalibrasi & (
Instrumentasi ‘
>25% s.d 50% 4 ]
>50% s.d 75% 5 ]
>75% s.d.100% 5
H
Alat Persenjataan l
Senjata Api Overhaul | >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
r
Persenjataan Non | Renovasi | >0% s.d. 25% 0 f
Senjata Api '
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 1]
l
Senjata Sinar Overhaul | >0% s.d. 25% 0o |
>25% s.d 50% 0 |
>50% s.d 75% 0o |
>75% s.d.100% 2 J’
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Persentase
Renovasi/Resto | Penamb
| rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Alat Khusus Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Kepolisian '
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s5.d.100% 2
Komputer
Komputer Unit Overhaul | >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2
Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Komputer
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2 ;
>75% s.d.100% 2 #;
Alat Eksplorasi
Alat Eksplorasi Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Topografi el R
>25% s.d 50% 2 |
>50% s.d 75% 2 '
>75% s.d.100% 3 |
Alat Eksplorasi Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Geofisika
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s5.d.100% 5
Alat Pengeboran
Alat Pengeboran Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Mesin
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7
Alat Pengeboran Renovasi | >0% s.d. 25% 0
Non Mesin
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
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Persentase 5
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAJAN JENIS dari Nilai | Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Alat Produksi
Pengolahan dan ’
Pemurnian
Sumur Renovasi | >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Produksi Renovasi | >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Pengolahan dan Overhaul | >0% s.d. 25% 3
Pemurnian
>25% s.d 50% 5
>50% s.d 75% 7 ‘
>75% s.d.100% 8 |
|
Alat Bantu Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Explorasi s N
>25% s.d 5S0% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7
Alat Bantu Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Produksi
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7
Alat keselamatan
Kerja
Alat Deteksi Overhaul | >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3
Alat Pelindung Renovasi | >0% s.d. 25% 0
>25% S.d 50% 0
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
]
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Persentase
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Alat Sar Renovasi | >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% s.d.100% 2
Alat Kerja Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Penerbang
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 6
Alat Peraga
Alat Peraga Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Pelatihan dan
Percontohan
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5 |
>75% s.d.100% S {
Peralatan Proses /
Produksi S
Unit Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25% 2
Proses / Produksi
>25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu
Rambu-rambu Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Lalu lintas Darat
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu Overhaul | >0% s.d. 25% 1 5
Lalu lintas Udara
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 4
Rambu-rambu Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Lalu lintas Laut
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2

LAYA
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| Persentase | R
' Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan

URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan) 5

>75% s.d.100% 2

Peralatan Olah
Raga

Peralatan Olah Renovasi | >0% s.d. 25% 1
Raga

>25% s.d 50%

N [r—

>50% s.d 75%

>75% s.d.100% 2

Bangunan Gedung

Bangunan Gedung | Renovasi | >0% s.d. 25% 5
Tempat Kerja

>25% s.d 50% 10

>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 50

Bangunan Gedung | Renovasi | >0% s.d. 30% 5
Tempat Tinggal

>30% s.d 45% 10
" | 545% s.d 65% 15 |

Monumen
Candi/ Tugu Renovasi | >0% s.d. 30% 5
Peringatan /
Prasasti j
>30% s.d 45% 10 |
>45% s.d 65% 15 I
Bangunan Menara
Bangunan Menara | Renovasi | >0% s.d. 30% S
Perambuan
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
\
Tugu Titik Kontrol ,
/ Prasasti
Tugu / Tanda Renovasi | >0% s.d. 30% 5 |
batas
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jalan dan
Jembatan _

% e
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Persentase
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Jalan Renovasi | >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 60% 5
>60% s.d 100% 10
Jembatan Renovasi | >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air
Bangunan Air Renovasi | >0% s.d. 5% 2
Irigasi
>5% s.d 10% S
>10% s.d 20% 10
Bangunan Renovasi | >0% s.d. 5% 2
Pengairan Pasang
Surut
>5% s.d 10% 5 |
>10% s.d 20% 10
Bangunan Renovasi | >0% s.d. 5% 1 }
Pengembangan ’
Rawa dan Polder
>5% s.d 10% 3
>10% s.d 20% 5
Bangunan Renovasi | >0% s.d. 5% 1
Pengaman (
Sungai/Pantai & ‘
Penanggulangan ‘
Bencana alam f
>5% s.d 10% 2 i
>10% s.d 20% 3 |
Bangunan Renovasi |>0% s.d. 5% 1
Pengembangan
Sumber air dan
Tanah
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
f
Bangunan Air Renovasi >0% s.d. 30% S l
Bersih/Air Baku B
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| Persentase
| Renovasi/Resto | Penamb |
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa |
Perolehan Manfaat |
(Diluar (Tahun)
Penyusutan)
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air .Renovasi >0% s.d. 30% S
Kotor
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi
Instalasi Air Renovasi 0% s.d. 30% 2
Bersih/Air baku
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Instalasi Air Kotor | Renovasi >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Instalasi Renovasi P0% s.d. 30% 1
Pengelolahan
Sampah S
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% S
Instalasi Renovasi >0% s.d. 30% 1
Pengolahan Bahan
Bangunan
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% ]
Instalasi Renovasi 0% s.d. 30% 5
Pembangkit
Listrik
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi gardu Renovasi | >0% s.d. 30% S
Listrik
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Renovasi | >0% s.d. 30% 1
Pertahanan
>30% s.d 45% 3
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Persentase
Renovasi/Resto | Penamb
rasi/Overhaul ahan
URAIAN JENIS dari Nilai Masa
Perolehan Manfaat |
(Diluar (Tahun) |
Penyusutan) '
>45% s.d 65% S
Instalasi Gas Renovasi | >0% s.d. 30% S5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Instalasi Renovasi | >0% s.d. 30% 1
Pengaman
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Instalasi Lain Renovasi | >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
Jaringan Air Overhaul | >0% s.d. 30% 2
Minum
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Jaringan Listrik Overhaul | >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jaringan Telpon Overhaul | >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% S
>45% s.d 65% 10
Jaringan Gas Overhaul | >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
Alat Musik Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Modern
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d 100% 2
ASET TETAP
DALAM |
RENOVASI i ;
Peralatan dan " Overhaul | >0% s.d. 100% | 2
Mesin dalam
renovasi 5 B
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11.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena
adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa
overhaul dan renovasi dihitung dengan rumus

sebagai berikut :

Penyusutan per _

Nilai buku + Nilai penambahan
aset tetap

periode Sisa masa manfaat +

Penambahan masa manfaat

12.

13.

14.

15.

Jika sisa masa manfaat ditambah dengan
penambahan masa manfaat lebih besar dari masa
manfaat di awal perolehan maka yang digunakan
adalah masa manfaat di awal perolehan.

Jika prosentasi penambahan masa manfaat
melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum
dalam tabel penambahan masa manfaat, maka
yang digunakan adalah batas tertingginya.

Terhadap perolehan aset tetap pada tahun
berkenaan, maka penyusutan dihitung berdasarkan
bulan penggunaan dan dilakukan perhitungan
penyusutan pada akhir tahun anggaran.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan aset
tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun
aset tetap dan akun ekuitas.

%Y\(.\/A
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[ ey Persentase ;,
J Renovasi/Resto | Penamb |
j | rasi/Overhaul | ahan
JRAIAN | JENIS | dari Nilai | Masa
g § { Perolehan | Manfaat J
, 1_ (Diluar J (Tahun) |
| _| Penyusutan)
i SRR
‘Gedung dan | Renovasi | >0% s.d. 30% 5
bangunan dalam 1
Renovasi ) IS
>30% 78*.9:4»:"-30_/0__*__,__1»9_*_, |
>45% s.d65% | 15
I - |
Jaringan Irigasi Renovasi | >0% s.d. 100% 5
dan Jaringan /Overha
dalam Renovasi ul ]
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16. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak
diperkenankan karena kebijakan  akuntansi
pemerintah daerah menganut penilaian aset
berdasarkan biaya perolehan atau harga
pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini
mungkin  dilakukan  berdasarkan  ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional.

17. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan
mengenai penyimpangan dari konsep biaya
perolehan didalam penyajian aset tetap serta
pengaruh  penyimpangan tersebut terhadap
gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara
nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap
dibukukan dalam ekuitas.

G. AKUNTANSI TANAH

1. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah
Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan
pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang
diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi

aset tetap.

2. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah
tidak dibatasi satu periode tertentu untuk
kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang
dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan
hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah,
Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk
mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah
memenuhi  definisi aset tetap dan harus
diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah
pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh
Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan
atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus
lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena
tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas
tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus
kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam
laporan keuangan, sebagai berikut:

& Vv



a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan

yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset
tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah,
serta  diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan;

Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah
Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta
diungkapkan secara memadaj dalam Catatan
atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;

Dalam hal tanah dimilikj oleh Pemerintah
Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah
tersebut dicatat dan disajikan pada neraca
Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai
dan/atau  menggunakan  tanah cukup
mengungkapkan tanah  tersebut secara
memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan;

Perlakuan tanah- yang ‘masih dalam sengketa
atau proses pengadilan:

1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan
tanah yang sah, tanah tersebut dikuasaj
dan/atau  digunakan oleh Pemerintah
Daerah, maka tanah tersebut tetap harus
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta
diungkapkan secara = memadaj dalam
Catatan atas Laporan Keuangan;

2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai
bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh
pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca Pemerintah Daerah, serta
diungkapkan secara memadai  dalam
Catatan atas Laporan Keuangan;
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3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda,

namun tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh Pemerintah Dae‘rah, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah Daerah,' serta
diungkapkan secara memadai  dalam
Catatan atas Laporan Keuangan; dan

4) Dalam hal pukti kepemilikan tanah ganda,
un tanah tersebut dikuasai dan/atau
pihak lain, maka t%nah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neracad
Pemerintah Daerah, namun adanya
sertifikat ganda harus diungkapkan secarad
memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

nam
digunakan oleh

4, Tanah yang digunakan/dipakai oleh Pemerintah
Daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan
dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada
neraca Pemerintah Daerah, melainkan cukup
diungkapkan secara memadai pada Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK).

kumulasi penyusutannya
dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan
atau bila aset secara . permanen dihentikan
penggunaannya dan dianggap tidak memiliki
manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang
akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala
Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

5. Suatu aset tetap dan a

H. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap
yang sedang dalam proses pembangunan, yang
pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya.  Konstruksi dalam  pengerjaan
mencakup peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset
tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode
waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan
melalui kontrak konstruksi padau mumnya
memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode
waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu

periode akuntansi.

9 Perolehan aset dapat dilakukan  dengan
membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak
ketiga dengan kontrak konstruksi.
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Suatu benda berwujud harus diakui sebagai
Konstruksi dalam  Pengerjaan pada  saat
penyusunan laporan keuangan jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi

masa yang akan datang berkaitan dengan aset
tersebut akan diperoleh;

b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara
andal; dan -

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan
aset yang dimaksudkan digunakan untuk
operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh
karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah
selesai dibangun dan sudah diserahterimakan
akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai
dengan kelompok asetnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya
perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola
antara lain:

a. biaya yang berhubungan langsung dengan
kegiatan konstruksi;

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan
pada umumnya dan dapat dialokasikan ke
konstruksi tersebut; dan

c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan
sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan
kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

c. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-
bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

d. biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan

e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang
secara  langsung  berhubungan  dengan
konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
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9. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan
konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan
ke konstruksi tertentu, meliputi:

a. asuransi;

b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang
secara tidak langsung berhubungan dengan
konstruksi tertentu; dan

c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan
untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan
seperti biaya.inspeksi.

10. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi
mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir
periode akuntansi:

a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan
berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu
penyelesaiannya;

b. nilai  kontrak  konstruksi dan sumber
pembiayaannya;

¢. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

d. uang muka kerja yang diberikan; dan

€. retensi.

3. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

5

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO
A. DEFINISI

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

2. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang
menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas
pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi
operasional, non operasional dan pos luar biasa
yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan - LO diklasifikasikan menurut sumber
pendapatan. Klasifikasi menurut sumber
pendapatan untuk pemerintah daerah
dikelompokkan  menurut asal dan jenis
pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah - LO;
2. Pendapatan Trasfer - LO;
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO;

r%/{(\/p
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4. Pendapatan Non Operasional - LO; dan

5. Pos Luar Biasa - LO.

C. PENGAKUAN
1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini
dikenal juga dengan earmed; dan/atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran
masuk sumber daya ekonomi baik sudah
diterima pembayaran secara tunai (realized)
maupun masih berupa piutang (realizable).

2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
diartikan bahwa:

a. Pendapatan - LO yang diperoleh berdasarkan
peraturan perundang- undangan dan sebagai
imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai
diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih pendapatan/imbalan; dan

b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan
diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum.

3. Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi

diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh
pemerintah daerah “tanpa’ terlebih dahulu adanya

penagihan.
4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas)
maka pengakuan pendapatan - LO dapat

dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu :

a. Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan
kas;

b. Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas; dan

c. Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas

5. Pendapatan — LO diakui sebelum penerimaan kas
dapat dilakukan apabila dalam hal proses
transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan
waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan
kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan
dilakukan lebih dulu. Maka pendapatan - LO
diakui pada saat terbit dokumen penetapan
walaupun kas belum diterima.
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6. Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan

penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam
proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi
perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan
hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
daerah, dimana penetapan  hak pendapatan
dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas,
maka pendapatan - LO diakui pada saat kas
diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan
daerah serta mempertimbangkan biaya dan
manfaat maka pendapatan - LO dapat diakui pada
saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan
kas) dengan memperhatikan:

a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat
Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib
pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah
Pendapatan Pajak - LO. PPK-SKPD mencatat
‘Piutang  Pajak Daerah” di debit dan
“Pendapatan Pajak -LO (sesuai rincian obyek
terkait) di kredit;

b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut diatas,
pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui
sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai
pengurang terhadap “ Piutang Pendapatan
(Piutang Pajak Daérah’ sesuai dengan rincian
objek terkait); dan

¢. Mengadministrasikan Piutang  Pendapatan
(Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut
berdasarkan umur piutang dan debitur atau
wajib pajak/retribusi sebagai dasar
perhitungan beban penyisihan piutang.

. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan
pendapatan - LO bersamaan dengan penerimaan
kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang
terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah
dengan pertimbangan:

a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu
lama/pendek

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan
pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu
lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam
periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat
dan biaya maka transaksi ini akan memberikan
manfaat yang sama dibanding dengan
perlakuan akuntansi (accounting treatment)
yang harus dilakukan; dan
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b. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup

tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tipgkgt
kepastian jumlah pendapatannya cuk_up tinggl.
Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-
hatian serta prinsip pengakuan pendapatan
yang seringkali dilakukan secara konservattlfZ
maka atas transaksi yang mempunyal
perbedaan waktu antara pengakuan
pendapatan dan penerimaan kas dapat
dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan
pendapatan secara bersamaan saat diterimanya
kas.

8. Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas
dapat dilakukan apabila dalam proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan
kas daerah dimana kas telah diterima terlebih
dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan
belum terjadi, maka Pendapatan - LO diakui pada
saat terjadinya penetapan /pengakuan pendapatan.

D. PENGUKURAN
1. Pendapatan - LO dinilai berdasarkan asas
bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan beban); dan
5 -

5 Dalam hal besaran pengurangan terhadap
Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan.
E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pendapatan - -LO disajikan dalam Laporan

O.perasional (LO). Rincian dari Pendapatan - LO
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO
A. DEFINISI

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) — LO adalah
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
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KLASIFIKASI
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah,

2. Retribusi Daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan; dan

4. Lain-lain PAD yang Sah
PENGAKUAN

1. Pendapatan Asli Daerah - LO diakui pada saat
telah menjadi hak bagi pemerintah daerah;

2. Jika dihubungkan dengan penerimaan Kkas
(basis kas) pengakuan atas Pendapatan Asli
Daerah - LO dilakukan sebagaimana kondisi
berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah - LO diakui
sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi
pada saat hak pemerintah daerah sudah
terjadi meskipun kas belum diterima.
Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah maupun terbitnya Bukti
Memorial Lainnya;

b. Pendapatan Asli Daerah - LO diakui
bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi
ini terjadi pada beberapa jenis Pendapatan
asli Daerah - LO. Dengan pertimbangan
kepraktisan, biaya dan manfaat, jangka
waktu pengakuan hak dan penerimaan kas
yang tidak terlalu lama, dan tidak adanya
dokumen penetapan maka Pendapatan Asli
Daerah - LO dapat diakui bersamaan
dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat
diakui dengan berdasarkan bukti setoran
seperti Bkti Penerimaan Kas, Surat Tanda
Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran
pendapatan lainya yang sah; dan

c. Pendapatan Asli Daerah - LO diakui setelah
penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika
Pendapatan asli Daerah - LO belum menjadi
hak pada periode akuntansi namun kas
sudah  diterima. Kondisi ini diakui
berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda
Setoran, Bukti Memorial serta bukti setoran
pendapatan lainnya yang sah.
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3. Pengakuan yang dilakukan bersamaan dengan
penerimaan kas memperhatikan perlakuan
akuntansi (accounting treatment) pada akhir
periode akuntansi atau pada saat penyusunan
laporan keuangan agar hak yang disajikan
dalam laporan keuangan wajar, tidak disajikan
kurang (understated) maupun lebih (overstate).

D. PENGUKURAN

Pendapatan Asli Daerah - LO diukur sesuai jumlah
hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut
yang dilakukan berdasarkan asas bruto dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan beban).

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan Asli Daerah - LO disajikan dalam
Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan
Asli Daerah - LO dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

II. PENDAPATAN TRANSFER - LO
A. DEFINISI

Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan
pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

B. KLASIFIKASI
Alokasi Pendapatan Transfer - LO untuk
pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan
Tentang:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak — LO;
b. Dana Alokasi Umum - LO;

c. Dana Alokasi Khusus - LO; dan

d. Dana Penyesuaian - LO.

yang diterbitkan tiap tahun dan didistribusikan
setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

C. PENGAKUAN

1. Pengakuan Pendapatan Transfer - LO diakui
pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD);

2. Pengakuan Pendapatan Transfer - LO hanya
dilakukan di PPKD;
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3. Pengakuan Pendapatan Transfer - LO di.akui
pada saat terdapat pengakuan kewajiban
kurang salur oleh fihak yang melakukan
transfer pada entitas penerima; dan

4. Pengakuan Pendapatan Transfer - LO
disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada
periode yang sama oleh entitas penyalur.

D. PENGUKURAN

Pengukuran Pendapatan Transfer - LO dilakukan
berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan Transfer - LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer
- LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

111. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

A. DEFINISI

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO adalah
seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli
Daerah - LO dan Pendapatan Transfer - LO.

B. KLASIFIKASI

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terdiri
dari: SR

1. Pendapatan Hibah - LO;

2. Dana Darurat - LO; dan

3. Pendapatan Lainnya - LO.
C. PENGAKUAN

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- LO adalah pada saat pendapatan ini diterima di
RKUD.

D. PENGUKURAN

1. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah
dilakukan sebesar jumlah nominal yang
diterima RKUD; dan

2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO
diukur denga asas bruto dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan beban).
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E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah - LO disajikan dalam Laporan Opera}smngl
(LO). Rincian dari Pendapatan Pam-lam
Pendapatan Daerah yang Sah - LO dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

V. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - LO

A. DEFINISI

Pendapatan Non Operasional - LO adalah
pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang
bukan merupakan kegiatan utama pemerintah
daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung
dari timbulnya suatu transaksi.

B. KLASIFIKASI
Pendapatan Non Operasional - Lo terdiri dari:
1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO;
2. Surplus Penyelesaian Kewajiban  Jangka
Panjang - LO; dan
3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
-LO.
C. PENGAKUAN

1. Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO
pada saat hak atas pendapatan timbul; dan

2. Pendapatan Non Operasinal - LO diakui ketika
dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan
(misal Berita Acara Penjualan untuk mengakui
Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah
diterima.

D. PENGUKURAN

Pendapatan Non Operasional - LO diukur dengan
asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan beban).

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan Non Operasional - LO disajikan dalam
Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan
Non Operasional - LO dijelaskan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.



,Pendapa :
bruto dan txdak mcncatat Jumlah netonya (setelah

D PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan Luar Biasa - LO dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
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Pasal 1l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 ["Lb\JF;t\)L- 2J1(J
Plt. BUPATI KUDUS

WAKIL BUPATI,

e

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2% Agusitus cuij
SEKRETARIS DSERAH KABUPATEN KUDUS,

|
SAM’ANI INTAKORIS
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 32 .
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Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.12.05
08:38:27 +07'00'
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